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BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KAIMANA,

Bahwa sesuai hasil reviu APIP surat Nomor
700/190/2024 atas Pelaksanaan dan Penatausahaan
Belanja yang melampaui tahun anggaran pada Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, Rumah Sakit Umum
Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan
Sekretariat Daerah;

Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan b diatas dilakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2024
untuk ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2024;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6697);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan
Lembaran Negara Tahun 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 04 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Nomor
04 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Kaimana Tahun 2024 Nomor 437), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

“u

10.

Daerah adalah Kabupaten Kaimana.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Kaimana.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah
Kabupaten Kaimana yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang
terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan
undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pengguna  Barang adalah  pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai
dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik
maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN
yang  dialokasikan kepada Daerah  penghasil
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
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25.
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28.
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32.

yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus
yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah
jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya
yang sah.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik
Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian
pokok pinjaman.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan
sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1
(satu) tahun anggaran.

Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang
selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana
BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan
operasional rutin Satuan Pendidikan dalam
menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan



untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di
pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
direncanakan sebesar Rp. 2.258.791.190,- (dua miliar
dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan
puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah), yang
terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Dividen) atas Pernyertaan Modal
pada BUMD (Lembaga Keuangan).

(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 2.258.791.190,- (dua miliar
dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan
puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c
direncanakan sebesar Rp.3.464.004.763,- (tiga miliar
empat ratus enam puluh empat juta empat ribu tujuh
ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Lain-lain
Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.464.004.763,- (tiga
miliar empat ratus enam puluh empat juta empat ribu
tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).



4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp 1.450.674.659.673 (satu triliun
empat ratus lima puluh miliar enam ratus tujuh puluh empat
juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh
puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

Belanja Modal;

Belanja Tidak Terduga; dan

Belanja Transfer.
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5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 1.032.514.197.019 (satu triliun tiga puluh dua miliar
lima ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh
ribu sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan
f. Belania bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 345.705.878.263,- (tiga

ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima juta
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delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam
puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 578.833.489.556, (lima ratus tujuh puluh delapan
miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus
delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam
rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah).



(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu
miliar lima ratus juta rupiah).

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp. 92.878.499.600,-
(Sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh
delapan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu
enam ratus rupiah).

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.
13.596.329.600,- (tiga belas miliar lima ratus Sembilan
puluh enam juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam

ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Anggaran Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 578.833.489.556,- (lima ratus tujuh puluh delapan
miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus
delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa BOS;

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.467.149.010,- (dua
puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta
seratus empat puluh sembilan ribu sepuluh rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.016.238.161,-
(Seratus tiga puluh empat miliar enam belas juta dua
ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh satu

a0

®

rupiah).
(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf C direncanakan sebesar

Rp. 19.181.677.704,- (Sembilan belas miliar seratus
delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh
ribu tujuh ratus empat rupiah).



(5)

Belanja Perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 78.635.508.200,- (tujuh puluh
delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta lirna ratus
delapan ribu dua ratus rupiah).

Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/ Pihak Lain / Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp. 32.532.016.491,- (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga
puluh dua juta enam belas ribu empat ratus Sembilan
puluh satu rupiah).

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp. 13.092.604.500,- (tiga belas miliar Sembilan puluh
dua juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 20

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 244.447.956.212,- (dua ratus empat puluh empat
miliar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus
lima puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah), yang
terdiri atas:

Belanja Modal Tanah;

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;

Belanja Modal Jalan, Jaringan,dan Irigasi;

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar RP. 3.471.821.312,- (tiga
miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus
dua puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp 40.677.176.587,- (empat puluh miliar enam ratus
tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu
lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp 45.529.181.675,- (empat puluh lima miliar lima ratus
dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu
enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
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(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp 153.659.678.634,- (seratus lima puluh tiga miliar
enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh
puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp 1.042.098.004,- (satu miliar empat puluh dua juta
Sembilan puluh delapan ribu empat rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 68.000.000,-
(enam puluh delapan juta rupiah).

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar
Rp. 163.712.506.442,- (seratus enam puluh tiga miliar
tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam ribu empat
ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja
Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 163.712.506.442,- (seratus enam puluh tiga miliar
tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam ribu empat
ratus empat puluh dua rupiah)

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp. 205.554.464.365,- (dua ratus lima
miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus enam
puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang
terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.



10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(5)

(6)

Pasal 24

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 205.554.464.365,- (dua ratus lima miliar lima ratus
lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat
ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;
Pencairan dana cadangan;
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
Penerimaan pinjaman daerah;
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target
Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 205.554.464.365,- (dua ratus
lima miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus
enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima
rupiah).
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. O (nol).
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. O (nol).
Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. O (nol).
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. O (nol).
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. O (nol).

o a0 o

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar



Rp. 205.554.464.365,- (dua ratus lima miliar lima ratus
lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat
ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target
Kinerja.

(2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target
Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 205.554.464.365,- (dua ratus
lima miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus
enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima
rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 443

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUBOM

SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001



